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Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD )

Keputusan Presiden No.38 Tahun 199i tentang <ini:
Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1994
Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1996
tentang Perubahan Pzraturan Menteri Dalam Negeri
No.2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1997
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.92 Tahun 1993
tentang Penetapan dan Penatausahaan Serta
Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun
2000 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Bandung Menjadi Unit
Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2000 No.l Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun
2000 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2000 No.l Seri C);

Keputusan Bupati Bandung No.4A Tahun 1999 tentang
Pembentukan UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada
Dinas PU Bina Marga ;

Keputusan Bupati Bandung No.5A Tahun 1999 tentang
Organisasi dan Tatakerja UPTD Peralatan dan

-perbengkelan pada Dinas PU Bina Marga ;|

M-EMULT.US K.AN

KEPUTUSAN BUFATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK |
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG FENETAPAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN
PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN BANDUNG MLNJADI UNIT SWADANA DAERAH.
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Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan
a. Bupati adalah Bupati Bandung.
b. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga;

d. Unit Swadana Daerah adalah Unit Swadana Daerah
Peralatan dan Perbengkelan ;

¢. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang
diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik
berupa barang atau jasa yang diberikan Unit
Swadana Daerah dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya melayani kepentingan masvarakat
dan atau Dinas/Lembaga/Satuan kerja Daerah dan
lainnya;

f. Penerimaan Umuin adalah penerimaan yang
diperoleh sebagai imbalan atas hasil pemberian
pelayanan yang bukan menjadi tugas pokoknya.

g. Kerjasama Operasional (Joint Operation) adalah
bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam
rangka menunjang pelaksanaan operasionalisasi
pengelolaam peralatan dan perbengkelan,
teknisi maupun pengelolaan manajemen ;

h. Kerjasama Sewa Beli (Built Operation Transfer)
adalah bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga,
guna menunjang kelancaran pengadaan peralatan
dan perbengkelan ;

i. Kerjasama Sewa Kelola (Buitl Own Operate)
adalah Dbentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga
dalam rangka pelaksanaan sewa kelola peralatan
dan perbengkelan untuk menunjang pelayanan
kepada masyarakat ;

Kedudu :an dan Organisasi
Pasal 2
Kedudukan Unit Swadana Daerah secara taktis operasional dan
teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas ;
Kedudukan Unit Swadana Daerah secara taktis administratif

Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupali Kepala Daerah, melalui Kepala Dinas ;
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(3) Dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan
dan Perbengkelan pada Dinas PU Bina Marga menjadi Unit
Swadana Daerah, maka secara kelembagaan Struktur Organisasi
UPTD dimaksud masih tetap berlaku ;

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Pasal 3

Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana

Daerah, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

Penggunaan dan Penyimpanan Dana Swadana

Pasal 4

(1) Dana Swadana dapat digunalan secara langsung untuk membiayai
pengeluaran dengan rincian sebagai berikut

a. Kegiatan Pembinaan Manajemen maksimal ........... S5 %y
vyang terdiri dari

1) Kegiatan Pembinaan oleh Pembina

Unit Swadana Daerah Tingkat Pusat ..... 1 %
2) Kegiatan Pembinaan oleh Pembina
Unit Swadana Daerah Tingkat Daerah ..... 4 %
b. Pengembangan SDM maksi%al ......................... 5%
c. Biaya Operasional dan Pemeliharaan maksimal ....... 50 %
diizJasasPebayananimaksimal soseod b rnia i Tana Ui 3509 °
eri-Baaya bErnsd Rl soites b RS SRR e n b s S S %
(2) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan

oleh Kepala Unit Swadana Daerah atas pertimbangan Kepala
Dinas dengan rincian penggunaan berpedoman kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(3) Penggunaan Dana Unit Swadana Daerah untuk investasi sarana
dan prasarana ditetapkan oleh Kepala Unit Swadana Daerah atas
pertimbangan Kepala Dinas PU Bina Marga dan harus mendapat
persetujuan Kepala Daerah ;

(4) Dana Swadana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
diperkenankan untuk digunakan secara langsung untuk
kepentingan Dinas.

(5) Dana Swadana yang berasal dari Penerimaan Fungsional dan
Penerimaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor
sepenuhnya ke Rekening Bendaharawsn Pengeluaran Unit Swadana
di Bank Pemerintah yang ditunjuk ;
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Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Pasal 5

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
Unit Swadana Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak
Ketiga ;

Bentuk dan Jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
1), dikoordinasikan oleh Kepala Unit Swadana dengan
pertimbangan Kepala Dinas dan dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan Kepala Daerah ;

Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
{2). yaitu

a. Kerjasama Operasional (Joint Operation) ;
b. Sewa Beli {(Built Operation Transfer) ;
c. Sewa Kelola (Built Own Operate).

Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayvat 3

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
herlakn

Sumber Dana
Pasal 6

Sumher Nana Swadana dapat berasal dari Penerimaan Fungsional
dan Penerimaan Umum serta lain-lain yang sah dan tidak
meneikat,

Pengawasan
Pasal 7

Nalam rangka tertib pelaksanaan penggunaan Dana Unit Swadana
NDaerah. akan dilaksanakan pengawasan secara periodik oleh Tim
Pembina dan Pengawas Unit Swadana Daerah ;

Pelaporan

Fasal 8

Dengan sepengetahuan Kepala Dinas, setiap akhir tahun
anggaran, Kepala Unit Swadana Daerah menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan administrtaif keuangan kepada Bupati,
dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan.
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Penutup

Pasal 9
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan 1ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Kepala
Daerah.

Pasal 10
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang

an Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung.

etapkan di Soreang
= 20 Juni 2000

D U NG

Diundangkan di Soreang
-’_‘\

.M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH\KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2000
NOMOR 29 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
ALA A BAGIAN HUKUM,




